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Kata Kunci  : Peran, Pengulu, dan Good Governance 

 

Pengulu adalah pimpinan Kampung yang dipilih secara langsung oleh 

masyarakat. Pengulu sama halnya seperti Keuchik yang sama-sama memimpin 

suatu Gampong. Pengulu berperan untuk mengasuh anggota komunitasnya 

mengenai masalah-masalah adat, masalah-masalah sosial, dan pada masa 

terakhir mengatur administrasi pemerintahan tingkat Kampung. Namun dari 

pengamatan yang dilakukan masih terdapat kelemahan sehingga peranan 

Pengulu tersebut belum secara maksimal dapat berjalan efektif, dan efisien. Dari 

permasalahan yang terjadi Pengulu periode 2010-2020 memberi pinjaman uang 

terhadap masyarakat dengan menggunakan uang Kampung, yang semestinya 

uang itu digunakan untuk pembangunan Kampung. Peneliti mengkaji 

Bagaimana peran Pengulu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik 

(good governance) di Kampung Singah Mulo. Kedua Bagaimana kendala 

Pengulu Kampung Singah Mulo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif 

empiris, karena merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif 

dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dari hasil penelitian 

didapati bahwa Pengulu sudah menjalankkan perannya sesuai dengan prinsip-

prinsip good governance yaitu Partisipasi, Kerangka/Aturan Hukum, 

Transparansi, Responsivitas, Berorientasi consensus, Keadilan, Efisiensi dan 

efektifitas, Akuntabilitas, dan Visi strategis. Tetapi dalam hal Transparansi 

Pengulu belum menjalankan dengan baik, sehingga terdengar bocoran dari 

masyarakat-masyarakat lain bahwa ada dana yang diberi pinjaman kepada 

masyarakat yang dana tersebut sampai sekarang belum di kembalikan, meskipun 

dana tersebut diberikan pada masa pengulu sebelumnya. Kendala Pengulu 

Kampung Singah Mulo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik karena 

masih kurangnya sarana dan prasana pendukung yang telah ada, baik itu 

kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Alam yang merupakan 

modal dalam pelaksanaan pembangunan Desa. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  

Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

 

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 
 ṭ ط 16

Te dengan titik 

di bawahnya 

 B ب 2
Be 

 ẓ ظ 17
Zet dengan titik 

di bawahnya 

 T ت 3
Te 

 ‘ ع 18
Koma terbalik 

(di atas) 

 Ś ث 4
Es dengan titik 

di atasnya 
 gh غ 19

Ge 

 F Ef ف J Je 20 ج 5

 ḥ ح 6
Hadengan titik 

di bawahnya 
 Q ق 21

Ki 

 Kh خ 7
Ka dan ha 

 K ك 22
Ka 

 L El ل D De 23 د 8

 Ż ذ 9
Zet dengan titik 

di atasnya 
 M م 24

Em 

 R ر 10
Er 

 N ن 25
En 

 Z ز 11
Zet 

 W و 26
We 

 S س 12
Es 

 H ه 27
Ha 

 Sy ش 13
Es dan ye 

 ’ ء 28
Apostrof 

 Ş ص 14
Es dengan titik 

di bawahnya 
 Y ي 29

Ye 

 ḍ ض 15
De dengan titik 

di bawahnya 
   

 

 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ    و  Fatḥah dan wau Au 

Contoh: 

  ,kaifa =كيف

 haula = هول

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya Ā ا  /ي

 Kasrah dan ya Ī ي  

 Dammah dan wau Ū و  

Contoh: 

 qāla = ق ال  

م ي  ramā = ر 

 qīla =   ق يْل  

 yaqūlu = ي قوْل  

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 
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Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

ة   وْض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl : الْْ طْف الْر 

يْن ة    د  ةْالْم  ر  ن وَّ  /al-Madīnah al-Munawwarah: الْم 

 al-MadīnatulMunawwarah 

ةْ    Ṭalḥah : ط لْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan  

sebuah  tanda,  tanda  syaddah atau  tanda  tasydid, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

بهن ا    rabbanā – ر 

ل      nazzala – ن زه

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 
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1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyinya, yaitu  huruf  /l/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2.  Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik  dikuti   

huruf   syamsiyyah maupun   huruf qamariyyah, kata  sandang  ditulis  terpisah  

dari  kata  yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh:  

- ar-rajulu 

 - as-sayyidatu 

 - asy-syamsu 

 - al-qalamu 

 - al-badī‘u 

 - al-jalālu 

7. Hamzah 

 Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

Contoh: 

an-nau’ 

 syai’un 

 inna 

 umirtu 

akala 
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8. Penulisan kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu  yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh:  

 

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn 

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

9. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

-Wa mā Muhammadun illā rasul 

-Inna awwala naitin wud’i’a linnasi     

-Lallazi bibakkata mubarakkan 

-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur’anu 

 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 
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10. Tajwῑd 

 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwῑd. 

Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwῑd. 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah 

provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya 

Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan “bahwa negara mengakui dan 

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan 

istimewa, serta menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-

hak tradisionalnya”.  

Dalam sistem ketatanegaraan, pemerintah menempatkan Aceh sebagai 

satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait 

dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki 

ketahanan dan daya juang yang tinggi. Pengakuan negara atas kekhususan 

daerah Aceh ini terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). 

Lahirnya UUPA tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MoU 

(Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh 

Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 yang 

merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju 

pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.1 

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan pemerintahan 

dengan tuntutan untuk mewujudkan negara yang mampu mendukung 

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintah dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance atau 

                                                             
1 Zaki ‘Ulya, Refleksi Memorandum Of Understanding (Mou) Helsinki Dalam Kaitan 

Makna Otonomi Khusus Di Aceh. Dosen Hukum Tata Negara, Pada Fakultas Hukum, 

Universitas Jabal Ghafur, Sigli, Aceh. Jl. Glee Gapui, Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, 

Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014 



2 
 

 

kepemerintahan yang baik. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah 

memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga pemerintahan yang bersih 

dan mampu menyediakan public goods dan public service sebagaimana 

yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintahan yang baik akan 

menghasilkan negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme). Pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses 

maupun lainnya, artinya semua unsur dalam pemerintah bisa bergerak 

secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, 

dan bebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses 

pembangunan.2 

Gampong dalam konteks Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 

tentang Pemerintahan Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai organisasi pemerintahan (terendah), mempunyai pimpinan 

pemerintahan dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 

Provinsi Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 

18 Kabupaten dan 5 Kota, dengan luas wilayah sebesar 57.956,00 km2, 

salah satunya Kabupaten Gayo lues. Pemerintahan Gayo lues memiliki 

Qanun sendiri yang mengatur tentang pemerintahan kampung yaitu Qanun 

Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan 

Kampung. Ada perbedaan istilah-istilah penyebutan dalam Qanun 

Kabupaten Gayo Lues tentang Pemerintahan Kampung namun sama 

maknanya seperti istilah dalam Qanun-Qanun Gampong yang ada di 

Kabupaten/Kota lainnya di Aceh, seperti penyebutan Pengulu. Pengulu 

adalah pimpinan Kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. 

                                                             
2 Ubaidillah,dan Abdulrozak, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani 

(Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah,2000). Hlm. 217 
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Pengulu sama halnya seperti Keuchik yang sama-sama pimpinan suatu 

Gampong.3 

Sebagai kesatuan masyarakat hukum dan merupakan bagian dari 

struktur pemerintahan, Kampung memiliki hak dan kekuasaan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam lingkungannya 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampung mempunyai tugas 

menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina 

masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.4 

Pemerintah Kampung sangat berperan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Kampung. Dalam pemerintahan Kampung tersebut Pengulu 

berperan untuk mengasuh anggota komunitasnya mengenai masalah-

masalah adat, masalah-masalah sosial, dan pada masa terakhir mengatur 

administrasi pemerintahan tingkat Kampung. Mengenai tugas 

Pengulu/Keuchik juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 

10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.  

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Desa, merubah keseluruhan sistem dari pelaksanaan 

Pemerintahan Desa yang selama ini telah dilaksanakan berdasarkan pada 

ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah 

Daerah. HAW. Wijaya, menjelaskan desa adalah kesatuan hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa. 

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 5 

                                                             
3Penjelasan Pasal 1 Angka 10 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 

Tentang Pemerintahan Kampung. 
4 BAB II Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Kampung Pasal 3 Qnun 

Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung. 
5 HAW Widjaja. 2012. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). Hlm 3. 
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Tatanan kehidupan sosial masyarakat Aceh, berada dalam suatu 

komunitas kehidupan di Kampung-Kampung. Kehidupan demikian telah 

membentuk ikatan kehidupan masyarakat yang sangat homogen, dalam 

suatu wilayah teritorial, kedaulatan serta menguasai kekayaan sumber alam 

bersama dan memiliki pemerintahan sendiri dengan segala tatanan hukum 

yang bersumberkan pada lembaga adat dengan segala perangkat dan materi-

materi hukumnya. Perangkat Kampung yang terdiri dari Pengulu, Sekretaris 

Kampung, Pegawe, Urang Tue Kampung dan ulama atau tokoh 

adat/cendikiawan lainnya merupakan perangkat paripurna sebagai alat 

pemerintahan Gampong. 

Jabatan Pengulu merupakan jabatan struktural yang berada di 

lingkungan tingkat Kampung. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pengulu sebagai 

pimpinan tertinggi di kantor Pengulu mempunyai peranan yang sangat 

penting dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu wilayah 

Kampung. Maka dari itu, sangat dibutuhkan pemimpin yang berada 

ditingkat Kampung agar mampu melakukan usaha-usaha targetnya nanti 

mengarah kepada sikap profesionalisme kerja guna mengharapkan hasil 

yang efektif dan efesien.  

Kampung Singah Mulo merupakan salah satu Kecamatan Putri 

Betung, dan mempunyai jumlah 340 Kepala Keluarga (KK). Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam 

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan 

Kampung dituntut untuk dapat menerapkan dengan efektif prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik. Namun dari pengamatan yang dilakukan masih 

terdapat kelemahan sehingga peranan Pengulu tersebut belum secara 

maksimal dapat berjalan efektif, dan efisien. Dari permasalahan yang terjadi 

Pengulu periode 2010-2020 memberi pinjaman uang terhadap masyarakat 

dengan menggunakan uang Kampung, yang semestinya uang itu digunakan 

untuk pembangunan Kampung. Permasalahan itu diketahui pada masa 
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Pengulu yang baru yaitu periode 2020-2024, sehingga Pengulu yang baru 

harus menyelesaikan pinjaman uang yang diberikan kepada masyarakat 

oleh Pengulu terdahulu. Dari pengamatan nampaknya kondisi tersebut 

disebabkan antara lain oleh masih kurangnya  pemahaman terhadap konsep 

atau makna good governance itu sendiri sehingga diperlukan peranan 

Pengulu. Dalam hal ini Keuchik selaku pemimpin Pemerintahan di 

Kampung harus mampu mewujudkan good governance sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, 

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun 

Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan 

Kampung. Maka peranan Pengulu dilihat dari tiga aspek yaitu: berperan 

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kampung, 

melakukan pembinaan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. 

Dengan peranan yang efektif dari Pengulu, penyelenggaraan Pemerintahan 

di Kampung tersebut diharapkan good governance dapat terwujud.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian perlu dilakukan 

karena banyak pemerintah Kampung yang belum memahami untuk 

mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, Maka dari itu penelitian ini 

akan membahas tentang “PERAN PENGULU DALAM 

MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD 

GOVERNANCE) (Penelitian di Kampung Singah Mulo, Kecamatan 

Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran Pengulu dalam mewujudkan tata pemerintahan 

yang baik (good governance) di Kampung Singah Mulo? 

2. Bagaimana kendala Pengulu Kampung Singah Mulo dalam 

mewujudkan pemerintahan yang baik? 
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C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka  

yang  menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Bagaimana peran Pengulu dalam mewujudkan tata pemerintahan 

yang baik (good governance) di Kampung Singah Mulo. 

2. Bagaimana kendala Pengulu Kampung Singah Mulo dalam 

mewujudkan pemerintahan yang baik. 

 

D. Kajian Pustaka  

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu 

adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang 

sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang 

dibahas belum ada. seperti dalam skripsi Karya ilmiah pertama yang ditulis 

oleh Andi Muhammad Ade, yang berjudul “Analisis Peran Camat Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa”. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, daftar pustaka, 

dan observasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian dianalisis dalam tugas dan fungsi Camat dalam 

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian: 

mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di Desa/Kelurahan, melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap seluruh unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang 

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kerja kecamatan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam 

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan 
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kepemimpinan Camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, sumberdaya 

manusia, serta sarana dan prasarana.6 

Selanjutnya karya ilmiah kedua yang ditulis oleh Rima Dona Fitri 

berjudul “Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa 

Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan 

beberapa teknik yaitu, observasi, wawancara, kuisioner. Berdasarkan hasil 

yang telah dilalui dapat disimpulkan bahwa peranan camat dalam membina 

administrasi Pemerintah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dilihat 

berdasarkan Pemerintah Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan 

yaitu melalui bimbingan, supervise, konsultasi, pemberian pedoman dan 

fasilitasi. Dari hasil pengukuran masing-masing indikator tersebut, maka 

dapat dinyatakan bahwa peranan camat dalam membina administrasi 

Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dapat 

dinyatakan dalam kategori cukup baik.7 

Selanjutnya karya ilmiah Muh Iqbal berjudul “Tinjauan Hukum 

Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa 

Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)”. Berdasarkan isi tulisan yang 

disimpulkan bahwa Pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta sudah sesuai 

dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Citta yaitu penyelenggaraan 

pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan 

pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilititas 

pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan 

sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga 

                                                             
6Andi Muhammad Ade F berjudul “Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”, (Skripsi Universitas Hasanuddin 

Makassar 2016) 
7Rima Dona Putri berjudul “Peranan Camat Dalam Membina Administrasi 

Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”, (Skripsi UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau 2012). 
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kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti 

memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profil desa kegiatan-

kegiatan desa yang lain.8 

Ada pula karya ilmiah Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 

Muklis berjudul “Implementasi Prinsip Good Governance di Pemerintahan 

Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh 

Kabupaten Sragen)”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa 

Implementasi Prinsip Good Governance Di Pemerintahan Desa Studi Kasus 

di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. 

Berdasarkan prinsip Good Governance dapat dilihat bahwa Pemerintahan 

desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dapat 

mendiskripsikan prinsip Good Governance yaitu Adanya kesesuaian antara 

pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, Penyebarluasan 

informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, Tersedianya 

informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi 

kebijakan publik, Adanya penyusunan mekanisme pengaduan jika ada 

peraturan yang dilanggar, Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan 

konsensus bersama, Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses 

pembuatan keputusan.9 

Dari penelitian-penelitian di atas yang berkaitan dengan Peran 

Pengulu untuk menciptakan Tata Pemerintahan yang baik masih terbatas 

dalam tingkat penjelasannya. Sehingga data yang akan dipaparkan oleh 

penulis dalam karya skripsi ini merupakan data baru dan dapat memberikan 

kontribusi serta pengetahuan baru bagi semua pihak. Dapat disimpulkan 

bahwa penelitian terhadap Peran Pengulu Dalam Mewujudkan Tata 

                                                             
8Muh Iqbal, berjudul ”Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era 

Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)” (Skripsi 

Universita Hasanuddin Makassar. 2016) 
9Ahmad Muklis, ”Implementasi Prinsip Good Governance Di Pemerintahan Desa 

(Studi Kasus Di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)” 

(Skripsi Universita Muhammadiyah Surakarta. 2015) 
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Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) (Penelitian di Kampung 

Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues). merupakan 

tema yang lebih khusus yang berkaitan dengan proses tata pemerintahan 

yang baik tingkat desa khususnya di Kampung Singah Mulo Kecamatan 

Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. 

E. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk 

memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, 

maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah 

sebagai berikut: 

a. Peran 

Kata peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai 

arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat.10 

Menurut istilah, peran merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.11 Peran 

menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris 

peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in 

undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu 

usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. 

Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang 

                                                             
10 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal .1051. 
11 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,(Jakarta:Raja Persada,2002), hal.243. 
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dalam suatu peristiwa.12 Peran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 

peran Pengulu Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik. 

b. Pengulu 

Pengulu atau nama lain adalah pimpinan kampung yang dipilih 

secara langsung oleh masyarakat.13 Sebutan ini hanya digunakan di 

Provinsi Aceh yang menganut sistem pemerintahan lokal Aceh, 

khususnya di Kabupaten Gayo Lues. 

c. Good Governance 

Good governance adalah suatu kesepakatan menyangkut 

pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat 

madani, dan swasta. Good governance juga merupakan penyelenggaraan 

pemerintah yang baik dalam bidang ekonomi, politik, dan administratif 

yang memiliki tanggung jawab atas beberapa masalah dalam negara serta 

menjaga hubungan baik antara pejabat-pejabat negara maupun pejabat 

swasta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Istilah good 

governance muncul pada saat runtuhnya rezim orde baru dan bergulirnya 

gerakan revormasi, pada awal tahun 1990-an.14 

Secara umum istilah good governance adalah segala hal yang 

berkaitan dengan tindakan atau memengaruhi tingkah laku yang bersifat 

mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk 

mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran 

tentang good governance pertama kali dikembangkan oleh lembaga dana 

internasional seperti world bank dalam rangka menjaga dan menjamin 

kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara yang dituju. 

                                                             
12Syamsir, Torang. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & 

Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.  
13Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung 
14Andrean Sasuang, Ronny Gosal, Dan Frans Singkoh. Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance Dalam Pelayanan Keterangan Usaha Di Kantor Kelurahan Menembo-Nembo 
Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 

Tahun 2018 Fakultas Ilmu Social Dan Politik Universitas Sam Ratuangi 
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Oleh karena itu good governance menjadi isu sentral dalam hubungan 

lembaga-lembaga multirateral tersebut dengan negara yang dituju.15 

Governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara 

dalam melaksanakan penyediaan public goods dan services. Lebih lanjut 

ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, governance 

dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan 

efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau 

sebaliknya.16 Good Governance yang di bahas dalam penelitian ini 

adalah mengenai pemerintahan yang baik ditingkat Kampung di 

Kabupaten Gayo Lues. 

d. Kampung  

Kata Kampung dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” 

mempunyai arti kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga 

yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, kelompok rumah di luar 

kota yang merupakan kesatuan, udik atau dusun (dalam arti daerah 

pedalaman sebagai lawan kota), tanah, tempat, daerah.17 Menurut istilah 

Kampung adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 

kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa/Pengulu. 

Kampung merupakan kawasan pemukiman kumuh dengan 

ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, kerap 

kawasan ini disebut slum.18 Kumpulan sejumlah kampung disebut desa. 

Kampung adalah satu-satunya jenis permukiman yang bisa menampung 

golongan penduduk Indonesia yang tingkat perekonomian dan tingkat 

                                                             
15 Agus Dwiyanto. Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan public. (UGM 

perss 2005). Hlm 78 
16Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), pengukuran kinerja instansi pemerintah: Modul sosialisasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah. (Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, 2000). 

Hlm 1 
17 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar…hal .213 
18 Eko Budiharjo dan Sudanti Hardjohubojo, Kota Berwawasan Lingkungan. (Penerbit 

Alumni. Bandung, 1993). Hlm 62 
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pendidikan paling rendah meskipun tidak tertutup bagi penduduk 

berpenghasilan dan berpendidikan tinggi.19 Kampung yang di bahas 

dalam penelitian ini adalah Kampung Singah Mulo yang berada di 

Kabupaten Gayo Lues 

F. Metode Penelitian 

Sesuai dengan topik pembahasan dari skripsi ini, maka metode yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif 

empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan 

antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai 

unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada 

penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum 

normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan 

hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in 

concreto20 dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu 

terdengar gabungan dua tahap kajian, yaitu: 

1. Tahapan pertama adalah kajian mengenai hukum normatif  yang 

berlaku. 

2. Tahapan kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat 

diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumentasi hukum. 

Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi 

pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah 

dijalankan secara patut atau tidak. 

                                                             
19 D. Khudori. Menuju kamoung pemerdekaan. (Yogyakarta: yayasan pondok rakyat, 

2002). Hlm 32 
20Teguh Prasetyo, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 

2007),  hal. 47. Yang di maksud  dengan in concreto adalah peraturan hukum yang berlaku pada 
suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam 

masyarakat. Hukum in concreto hanya belaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja.  
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Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum 

normatif empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.21 

Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan peraturan 

perundang-undangan  yang berhubungan dengan pengawasan, lebih khusus  

berkaitan dengan peran Pengulu dalam melaksanakan tata pemerintahan 

yang baik. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui 

studi kepustakaan dan wawancara guna memastikan tingkat relevansi bahan 

hukum yang dikumpulkan dan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. 

Metode ini digunakan untuk memberikan suatu jaminan terhadap data yang 

digunakan.22 

1. Sumber data 

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat 

dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh 

penulis yakni : 

1) Data primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara).23 Data primer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan 

hasil pengujian.24 Data primer yang penulis pergunakan dalam 

penelitian ini adalah data hasil penelitian lapangan melalui wawancara 

dengan beberapa anggota aparatur Pengulu dan masyarakat. 

 

 

                                                             
21 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti , 2004), hal. 52. 
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 

hal. 141. 
23Indriantoro, Nur dan Supomo, “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan 

Manajemen”. (Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE, 2002). Hlm 146 
24 Asmadi Alsa. Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam 

Penelitian Psikologi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007). Hlm 73 



14 
 

 

2) Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui media 

perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan.25 Data sekunder yang penulis 

pergunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Peraturan 

Menteri, buku ilmu hukum, jurnal hukum, kamus hukum, media cetak 

maupun elektronik, skripsi, tesis, dan ensiklopedia. Bahan hukum dari 

pengumpulan data sekunder dapat diklarifikasikan menjadi tiga 

golongan, yaitu: 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan  mengikat secara umum (Perundang-Undangan) 

atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan 

(kontrak, konvensi, dokumentasi hukum, dan putusan hakim). Bahan 

hukum primer yang penulis pergunakan adalah Undang- Undang 

tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Tentang Desa, dan 

Qanun Tentang Gampong/Kampung. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu 

hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau 

elektronik).26 Bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan adalah 

buku yang mengenai tentang pemerintahan desa maupun 

Gampong/Kampung, jurnal, artikel, skripsi, dan tesis. 

                                                             
25 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti , 2004), hal. 82. 
26 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), hal. 12. 
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3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

(Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).27 

Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah kamus hukum, 

kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet. 

Data-data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini 

penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan 

mengkaji dan meneliti data-data tersebut selanjutnya dipilah-pilah 

serta dianalisi untuk dijadikan bahan laporan penelitian ini. 

2. Teknik pengumpulan data 

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan 

data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. 

Karena penelitian ini berhubungan dengan Pengulu, maka pejabat 

yang di wawancarai adalah yang menjabat pada tahun tersebut. 

3. Teknik analisis datas 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta 

yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu 

interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.28 

4. Pedoman penelitian 

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam 

melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku Panduan 

Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019). 

                                                             
27 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode…, hal. 13. 
28Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif. 

(Kerawang Barat: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo). 
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G.  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar 

penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut : 

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan 

istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi 

judul dengan tinjauan umum Kampung dan Pengulu. Pembahasannya 

meliputi Tinjauan Umum Tentang Kampung, Tinjauan Umum Tentang 

Pengulu, Tugas dan Wewenang Pengulu Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kampung, Teori Peran, dan Teori Good Governance.  

Bab tiga berjudul peran Pengulu mewujudkan pemerintahan yang 

baik. Pembahasannya meliputi Peranan Pengulu Dalam mewujudkan 

pemerintahan yang baik, serta kendala Pengulu dalam mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik Kampung Singah Mulo.   

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis 

mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan 

mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait. 
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BAB DUA 

TINJAUAN UMUM KAMPUNG DAN PENGULU 

Dalam konteks Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pemerintahan Gampong. Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai organisasi pemerintahan (terendah), mempunyai pimpinan 

pemerintahan dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.29 

Pemerintahan Gayo lues memiliki Qanun sendiri yang mengatur tentang 

pemerintahan kampung yaitu Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 

2012 Tentang Pemerintahan Kampung.30 Ada perbedaan istilah penyebutan 

dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pemerintahan Kampung 

namun sama maknanya seperti istilah dalam Qanun-Qanun Gampong yang 

ada di Kabupaten/Kota lainnya di Aceh, seperti penyebutan dalam  Qanun 

Kabupaten Tentang Pemerintahan Kampung mengenai Pengulu. Pengulu 

dalam menjalankan tugasnya merujuk pada Qanun Tersebut, peran yang di 

jalnankan oleh Pengulu tidak boleh bertentangan oleh Qanun Aceh. 

Pengulu adalah pimpinan Kampung yang dipilih secara langsung oleh 

masyarakat. Pengulu sama halnya seperti Keuchik yang sama-sama 

pimpinan suatu Gampong. 

A.    Tinjauan Umum Tentang Kampung 

Gampong dalam konteks Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 

tentang Pemerintahan Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai organisasi pemerintahan (terendah), mempunyai pimpinan 

pemerintahan dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 

Provinsi Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 

18 Kabupaten dan 5 Kota, dengan luas wilayah sebesar 57.956,00 km2, 

salah satunya Kabupaten Gayo lues. Pemerintahan Gayo lues memiliki 

                                                             
29Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong  
30 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan 

Kampung. 
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Qanun sendiri yang mengatur tentang pemerintahan kampung yaitu Qanun 

Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan 

Kampung. Ada perbedaan istilah-istilah penyebutan dalam Qanun 

Kabupaten Gayo Lues tentang Pemerintahan Kampung namun sama 

maknanya seperti istilah dalam Qanun-Qanun Gampong yang ada di 

Kabupaten/Kota lainnya di Aceh, seperti penyebutan Pengulu. Pengulu 

adalah pimpinan Kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. 

Pengulu sama halnya seperti Keuchik yang sama-sama pimpinan suatu 

Gampong. 

Gampong adalah kesatuan huian asli aceh yang dikenal sejak sebelum 

aceh menjadi wilayah keseluruhan (abad ke 16). Gampong/Kampung 

merupakan kesatuan wilayah hukum terendah yang asli lahir dari 

masyarakat, bahkan sebelumnya mukim yang merupakan kumpulan 

beberapa Gampong, yang muncul setelah masa konsultan diabad ke 16 dan 

17.  

Dalam pasal 2 dan 3 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang 

Pemerintahan Gampong, menyebutkan bahwa gampong merupakan 

organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah mukim dalam 

struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, 

melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan meningkatkan 

pelaksanaan syari’ah islam.31  

Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh bahwa Gampong merupakan kesatuan masyarakat 

hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik/Pengulu 

atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya 

sendiri.32  

                                                             
31Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong 
32Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh  
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Menurut Djuned mengemukakan bahwa Gampong adalah sebagai 

tempat hunian penduduk atau persekutuan masyarakat hukum adat dan 

dapat pula berarti sebagai suatu kesatuan unit pemerintahan dinegara kita. 

Setiap Gampong mempunyai sekurangkurangnya sebuah meunasah, bahkan 

sekarang ini telah lebih dari satu meunasah. Sedangkan menurut 

Badruzzaman Ismail, Dkk (Dalam jakfar 2012) mengatakan bahwa 

Gampong merupakan daerah yang memiliki rakyat dengan susunan 

pemerintahan sendiri. Dia juga menambahkan bahwa suatu gampong juga 

memiliki tatanan aturan, harta kekayaandan batasturitorial. Gampong 

berwenang penuh untuk mengembangkan adat dan istiadatnya, bahkan 

berfungsi menyelenggarakan peradilan adat sesuai dengan tatanan adat yang 

mereka miliki.33  

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa Gampong 

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi 

pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim atau nama lain 

yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik/Pengulu 

atau nama lain yang berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri.  

Dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa dalam wilayah 

kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa Gampong. 

Pemerintah gampong terdiri atas Keuchik/Pengulu dan badan 

permusyawaratan Gampong yang disebut tuha peut atau nama lain. 

Gampong dipimpin oleh Keuchik/Pengulu yang dipilih secara langsung dari 

dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat 

dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.34  

 

                                                             
33Mutia Kemala Sari, Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintahan 

TerhadapPembangunan Gampong Di kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Skripsi 
diterbitkan (Universitas Teuku Umar, Fisip,Meulaboh:2014), Hlm 28-29 

34Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Pasal 115 ayat (3) 
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B. Tinjauan Umum Tentang Pengulu 

Pengulu/Keuchik adalah seorang yang dituakan karena kearifan, 

ketauladanan dan kemampuannya dalam memimpin. Sebagai seorang yang 

dipercaya, Pengulu/Keuchik dipilih oleh masyarakat dan diangkat oleh 

pemerintah Daerah guna memegang amanat sebagai orang yang 

bertanggungjawab dalam melaksanakan pemerintahan Gampong. 

Istilah Pengulu/Keuchik mempunyai perbedaan bila dibandingkan 

dengan pengertian Kepala Desa. Seorang Pengulu/Keuchik tidak saja 

dituntut oleh masyarakat mampu mempimpin sebuah Kampung/Gampong, 

melainkan juga harus mengetahui sekedarnya hukum agama (Islam). Lebih 

dari itu Pengulu/Keuchik harus mengetahui dengan baik hubungan-

hubungan kekerabatan antara penduduk, sejarah penduduk, luas tanah 

masyarakat dan Gampong. Hal yang paling penting bagi seorang 

Pengulu/Keuchik adalah menguasai adat istiadat dan hukum adat yang 

berlaku dalam masyarakat Gampong tersebut. 

Pengulu/Keuchik adalah eksekutif yang menjalankan roda 

pemerintahan Gampong. Selaku pimpinan dalam suatu Gampong, seorang 

Pengulu/Keuchik harus benar-benar berfungsi sebagai kontrol sosial dalam 

bidang keamana, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, baik 

preventif maupun refresif yang antara lain berupa penyelesaian masalah 

sosial kemasyarakatan dan penengah dalam mendamaikan sengketa yang 

timbul di masyarakat. Pengulu/Keuchik bertugas untuk mengasuh anggota 

komunitas masyarakat mengenai masalah-masalah adat, sosial dan pada 

masa terakhir pemerintahanya menyiapkan dan mengatur masalah 

administrasi pemerintahan.35 

Berdasarkan uraian di atas, Pengulu/Keuchik merupakan pimpinan 

terendah pada tingkatan pemerintahan di daerah Provinsi Istimewa Aceh. 

                                                             
35Zainal Abiding, “ Dampak System Pemerintahan Desa Terhadap Pemerintahan Adat 

Gampong Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Wilayah”, Qanun, Jurnal Ilmu Hukum , No. 40, 

2004, Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah, Hlm. 651  
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Pengulu/Keuchik adalah pimpinan dari Gampong, Gampong merupakan 

kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan 

terendah langsung di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu yang 

dipimpin oleh Pengulu/Keuchik dan berhak menyelenggaran urusan rumah 

tangganya sendiri. Pengulu/Keuchik merupakan kepala badan eksekutif 

Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong. 

Ditinjau dari aspek hukumnya, Gampong merupakan suatu lembaga 

persekutuan hukum, yang merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai 

tatasusunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan 

kekayaan sendiri, baik kekayaan materil maupun kekayaan immaterial.36 

Pengulu/Keuchik dalam kapasitasnya sebagai pimpinan berkewajiban 

menciptakan suasana yang aman dan terteram bagi masyarakatnya. Setelah 

keamanan dan ketenteraman ini terwujud, maka terbentuklah sebuah sistem 

pengendalian sosial yang utuh dalam bingkai agama dan adat. Pengendalian 

sosial merupakan suatu kegiatan direncanakan maupun tidak direncanakan, 

mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi kaidah-

kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum adat 

memegang peran penting dalam pengendalian sosial masyarakat untuk 

mewujudkan kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai agama.37 

Pengulu/Keuchik harus mampu untuk menyelenggarakan urusan 

rumah tangganya sendiri, dengan kata lain anggaran pelaksanaan 

pemerintahan Gampong harus dapat diupayakan oleh Pengulu/Keuchik 

sebagai pimpinan Gampong. Untuk itu, Pengulu/Keuchik sebagai pimpinan 

Gampong harus dapat melihat dan menggali potensi-potensi yang ada di 

wilayah Gampong untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 

Gampong. Potensi-potensi tersebut, dapat berupa potensi kekayaan alam, 

sumber daya manusia dan lain sebagainya yang memiliki nilai-nilai 

                                                             
36Yulia, Hukum Adat. (Lhokseumawe: Unimal Press. 2016). Hlm 33 
37Bakhtiar. Hukum Dan Pengendalian Prilaku Sosial. Jurnal Al-Qalb, Jilid 9, Edisi 2, 

September 2017. Hlm 177 
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ekonomis yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Gampong 

dan mewujudkan kesejahteraan. 

C. Tugas dan Wewenang Pengulu Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kampung 

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang 

memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa bertugas 

menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada 

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata 

kerja (SOT) pemerintah desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa 

memiliki fungsi sebagai berikut:38 

a. Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, 

penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, 

pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya 

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan 

dan pengelolaan wilayah.   

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana 

perdesaan dan pembangunan dibidang pendidikan kesehatan. 

c. Pembinaan kemasyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 

keagamaan dan ketenagakerjaan. 

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang tuna. 

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian intergral dari 

pemerintahan nasional, maka tugas dan fungsi pemerintahan desa tidak 

terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah 

diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas 

pokok kepala desa yaitu:  

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa. 

                                                             
38Permen Dagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja 

(SOT). Pasal 6 ayat (3) 
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2. Pemberdayaan masyarakat. 

3. Pelayanan masyarakat. 

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.39 

Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai 

unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu: 

1. Pelayanan kepada masyarakat. 

2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan. 

3. Fungsi ketata usahaan atau registrasi.40 

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan desa tersebut 

tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya 

dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab 

masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi 

pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi kepala desa dan 

aparatnya merupakan berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan 

ketrampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuan 

untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan 

masyarakat.  

Menurut Beratha mengemukakan bahwa tugas pemerintahan desa 

termasuk dalam menjalankan administrasi yaitu: 

1. Tugas bidang pemerintahan adalah registrasi yang dilakukan dalam 

berbagi buku registrasi mengenai berbagai hal dan peristiwa yang 

menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan 

yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang 

berkepentingan. Tugas-tugas umum meliputi, menerima dan 

melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari 

pemerintah dan lain-lain. 

                                                             
39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat (24) 
40 Muh. Fachri Arsjad. Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi 

Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. 

Gorontalo Journal of Public Administration Studies,volume 1-no.1 april 2018. Hlm 21 
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2. Tugas bidang pelayanan umum adalah pemberian bermacam-macam 

izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin berusaha 

dan izin pendirian bangunan. 

3. Tugas bidang tata usahaan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi desa 

tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi 

masingmasing unsur aparat baik kepala desa maupun aparatnya terdiri 

dari sekretaris, kepala-kepala urusan, kepala-kepala lingkungan.41 

Kewenangan adalah elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh 

sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri.42 Terkait 

dengan kewenangan yang dimiliki desa dalam Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 

2005, yakni: urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-

usul desa. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 

yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Tugas pembantuan dari 

Pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan 

pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan 

diserahkan kepada desa. Berdasarkan empat kewenangan yang dimiliki desa 

sesungguhnya tersirat bahwa desa adalah institusi pemerintah yang 

merupakan perpanjangan tangan dari organ pemerintah diatasnya.  

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka pemerintahan desa sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memberikan 

pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat setempat dalam upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat seutuhnya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan desa itu 

sendiri sebagai lembaga pemerintahan yang sah. 

                                                             
41Muh Fachri Arsjad, Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi 

Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, 

(Universitas Gorontalo:2018), Jurnal Of Public Administration Studies, Volume 1- No.1-April 

2018. Hlm 21-22 
42Lia sartika Putri, Kewenangan Desa dan Penetapan Paraturan Desa, Pekanbaru:2016, 

Jurnal Legislasi Indonesia Vol.13 No.02-Juni.2016, Hal 169  
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Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

desa menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. 

Adapun Kewenangan desa adalah:  

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. 

b. Kewenangan lokal berskala desa. 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan 

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.43 

 

D. Teori Peran 

Biddle berpendapat bahwa “konsep peran selalu dikaitkan dengan 

posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial”. Dari 

pendapat di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan prilaku individu 

maupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur 

sosial. Melalui posisi yang dimiliki oleh pelaku baik individu maupun 

kelompok inilah peranannya dilaksanakan sebagaimna mestinya.44 

Kemudian peran dibagi menjadi tiga yaitu: (1) peran aktif, (2) peran 

partisipatif dan (3) peran pasif.45 

Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok 

karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, 

seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah 

                                                             
43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Pasal 18. 
44Edy Suhardono. Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya. (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1994). Hlm 86. 
45Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu pengantar. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 

2002). Hlm 63. 
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peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang 

memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. 

Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat 

pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan 

kesempatan kepada fungsifungsi lain dalam kelompok dapat berjalan 

dengan baik. 

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural 

(norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya). Didalamnya terdapat 

serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing 

dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan 

seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang 

kesemuanya menjalankan berbagai peran. “Role, personality, and social 

structure” karya Levinson, peranan dapat mencakup tiga hal berikut: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing sesorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan.  

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.  

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat.46 

Melekatnya peran pada individu dalam kondisi sebuah masyarakat 

kadang menimbulkan ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak dijalankannya 

peran tersebut oleh individu yang bersangkutan. Keterpisahan antara 

individu dengan perannya kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan 

individu dalam melaksanakan peran yang diberikan oleh masyarakat. 

Cenderung menyembunyikan diri dan akhirnya peran yang dibebankan 

tidak berjalan atau berjalan dengan tidak sempurna. Setiap individu yang 

                                                             
46 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu pengantar. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2002) Hlm 243 
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menjalankan peran cenderung tidak sendiri dalam melaksanakan peran 

sosialnya. 

Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, 

maupun disiplin ilmu, selain psikologi, teori peran berawal dari masih tetap 

digunakan dalam sosiologi dan antropologi.47 Dalam ketiga ilmu tersebut 

istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus 

bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh 

itu dia mengaharapkan prilaku secara tertentu.Dari sudut pandang itulah 

disusun teori-teori peran. Teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu 

yang menyangkut:  

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. 

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 

d. Kaitan antara orang dan perilaku.48 

Menurut Bruce J Cohen peran merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh seorang yang meduduki status tertentu atau sesorang yang 

mempunyai wewenang. Beberapa dimensi peran sebagai berikut:  

1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat 

bahwa peran merupakan suatu kebijkasanaan yang tepat dan baik 

untuk dilaksanakan. 

2) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran 

merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat 

(public supports) 

3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai 

instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa 

informasidalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini 

dilandaskan olehsuatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang 

untuk melayanimasyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari 

masyarakattersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan 

keputusanyang responsif dan responsible. 

                                                             
47Jonathan Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. (Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2006). Hlm 54  
48B.J Biddle, dan E.J. Thomas,  Role Theory : Concept and Research. (NewYork : 

Wiley, 1966). Hlm 83 
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4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan 

sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui 

usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi 

yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan 

dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa 

ketidakpercayaan dan kerancuan 

5) Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran diakukan sebagai 

upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya 

perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa 

diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.49 

Pada lingkup Pemerintahan Kampung dipimpin oleh seorang Pengulu. 

Begitu pula pada Pemerintah Kampung Singah Mulo, dimana dalam 

menjalankan kepemimpinan pemerintah dipimpin oleh Pengulu yang 

menunjukan berbagai macam peran sebagai seorang pemimpin didalam 

organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) 

sangat ditentukan peran pemimpin, karena pemimpin adalah pendesain 

sebuah kegiatan sebelum dilaksanakan oleh bawahan. Hal ini menunjukan 

bahwa pemimpin adalah representasi dari sebuah wilayah yang dipimpinya, 

dimana maju mundurnya sebuah daerah tertentu berada pada kreatifitas 

seorang pemimpin sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku khususnya di dalam Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2016 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

Tentang Pemerintahn Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Dan Qanun 

Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan 

Kampung. Sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengulu maka peranan 

Pengulu dalam mewujudkan good governance di Kampung dilihat dari tiga 

                                                             
49Mutiawanthi, Tantangan “Role”/ Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJEPA 

Setelah Kembali ke Indonesia, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, (2), (2017), 

Hlm.107 
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hal, yaitu : peranan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

Pemerintahan di Kampung, peranan membina penyelenggaraan 

Pemerintahan Kampung, dan peranan mengawasi penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kampung.50 

E. Teori Good Governance 

Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan meningkatnya 

permasalahan yang ada, birokrasi cenderung terus semakin besar. 

Akibatnya timbul masalah birokrasi yang makin lama makin serius, 

termasuk beban negara menjadi terus bertambah berat. Keadaan ini 

diperparah dengan datangnya era globalisasi, yang merupakan era semakin 

luas dan tajamnya kompetisi antar bangsa. Globalisasi menimbulkan 

masalah yang harus diatasi agar kepentingan nasional tidak dirugikan, dilain 

pihak menimbulkan pula peluang yang perlu dimanfaatkan untuk kemajuan 

dan kepentingan nasional. Namun hal itu tidak mungkin mampu dihadapi 

dan ditanggulangi oleh pemerintah saja.  

Good Governance berasal dari istilah Governance dikenal sekitar 

awal abad 90-an yang merupakan paradigma baru dalam administrasi 

negara. Banyak cendikiawan kontemporer dibidang administrasi negara 

menggunakan istilah governance sebagai pengganti istilah administrasi 

negara. Mereka menilai administrasi negara modern abad 20 sebagai 

administrasi negara tradisional atau lama dan membandingkan dengan teori 

baru yang mereka sebut Governance tersebut. Governance diartikan sebagai 

proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan atau tidak 

diimplementasikannya keputusan tersebut. Sehingga Good Governance 

dapat diartikan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.51 

                                                             
50Aduwina Pakeh, Peran Keuchik dalam Penyelenggaraan Pembangunan Gampong, 

Aceh Barat :2018, Jurnal public policy, Hlm 5 
5151 I Nyoman Gede Remaja. Hukum Administrasi Negara. (Fakultas Hukum 

Universitas Panji Sakti: Buku Ajar 2017). Hlm.19  
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Good Governance bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang 

sinergis diantara negara, Sektor Swasta dan Masyarakat. Hubungan tersebut 

dicirikan oleh adanya:  

a. Partisipasi; bahwa setiap warganegara baik langsung maupun melalui 

perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam 

pemerintahan.  

b. Aturan hukum (rule of law); kerangka hukum harus adil dan 

dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak asasi manusia.  

c. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; 

informasi dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat 

dipahami dan dimonitor. 

d. Ketanggapan (responsiveness); yang berarti bahwa berbagai lembaga 

dan prosedurprosedur harus berupaya untuk melayani setiap 

stakeholder dengan baik dan aspiratif. 

e. Orientasi pada consensus; Governance yang baik menjadi perantara 

kepentingankepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan 

terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. 

f. Kesetaraan (equity); semua warga negara mempunyai kesempatan 

yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan 

kesejahteraannya.  

g. Efektifitas dan efisiensi; penggunaan sumber-sumber secara berhasil 

guna dan berdaya guna.52 

Good Governaance dapat dijalankan oleh pemerintah didasarkan pada 

kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Kewenangan (authority) 

merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan. Namun dalam negara Hukum (rechtstaat) seperti Indonesia, 

tindakan pemerintah tidak saja berdasarkan pada kewenangan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan tetapi pemerintah juga 

                                                             
52 I Nyoman Gede Remaja. Hukum Administrasi Negara,…Hlm 20.  
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memiliki kewenangan yang disebut sebagai kewenangan bebas (freies 

ermessen), yaitu kewenangan untuk bertindak sesuai keinginan sendiri yang 

didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut 

dilatarbelakangi oleh alasan bahwa setiap tindakan pemerintah harus 

berdasarkan pada hukum, tetapi ketika tidak ada peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang tindakan yang akan diambil maka 

pemerintah tidak boleh menunda atau tidak memberikan pelayanan yang 

baik dan cepat kepada masyarakat. Karena itulah, pemerintah diberikan 

kewenangan bebas (freies ermessen) yang dapat digunakan manakala belum 

ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan yang 

akan diambil. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kewenangan yang dimiliki pemerintah 

dalam rangka menjalankan Good Governance dapat melalui 2 (dua) hal, 

yaitu: 

1. Asas Legalitas (berdasar peraturan perundang-undangan)  

Asas Legalitas dimaknai sebagai setiap tindakan pemerintah 

harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya 

sebelum tindakan itu diambil harus ada peraturan perundang-

undangan yang mengatur terlebih dahulu tentang tindakan yang 

diambil tersebut. Kewenangan seperti ini bersumber dari:  

a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. 

b. Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab 

dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima 

delegasi. 

c. Mandat, yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau 
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Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tangung jawab 

dan tangung gugat tetap berada pada pemberi mandat.53 

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dinyatakan:  

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB . 

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi:  

a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

Kewenangan; dan  

b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan.  

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib 

mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan 

dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan.  

(4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan 

sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan 

AUPB.54 

 

2. Freies Ermessen  

Freies Ermessen diartikan sebagai salah satu sarana yang 

memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan 

administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat 

sepenuhnya pada undang-undang.55  

                                                             
53 I Nyoman Gede Remaja. Hukum Administrasi…, Hlm 21. 
54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Pasal 9. 
55 Marcus Lukman. Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan 

Dan Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya Terhadap 
Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional. (Desertasi Universitas Padjajaran Bandung). 

Hlm 205 
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Proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

memerlukan waktu yang tidak cepat, disisi lain kebutuhan masyarakat 

selalu mengalami perubahan yang sangat cepat dan pemerintah wajib 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkadang dan 

bahkan sering kali terjadi peraturan perundang-undangan selalu 

ketinggalan dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat. 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah tidak 

boleh terhalang dalam memberikan pelayanan yang baik dan cepat 

kepada masyarakat dengan alasan tidak atau belum ada peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Dalam hal 

inilah, pemerintah akan menggunakan kewenangan bebas (freies 

ermessen) dengan berdasarkan kepada Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik.  

Walaupun pemerintah diberikan kewenangan bebas (freies 

ermessen) atau diskresi, namun penggunaannya harus memenuhi 

syarat-syarat, yaitu:  

a. Sesuai dengan tujuan diskresi, yaitu: 

 Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan 

 Mengisi kekosongan hukum - Memberikan kepastian 

hukum dan 

 Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu 

guna kemanfaatan dan kepentingan umum 

b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan  

c. Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik  

d. Berdasarkan alasan-alasan yang obyektif 

e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan dan 

f. Dilakukan dengan ektikad baik56 

Di samping syarat-syarat tersebut, freies ermessen juga 

memiliki unsur-unsur, yaitu: 

a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik.  

                                                             
56Marcus Lukman. Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan 

Dan Pelaksanaan Rancangan Pembangunan…, hlm 206  
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b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara. 

c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum 

d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri 

e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba. 

f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara 

moral kepada Tuhan maupun secara hukum.57 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintah kewenangan bebas (freies ermessen) ini 

disebut dengan istilah diskresi. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintah dinyatakan “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang 

ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi 

persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak 

mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi 

pemerintahan”.58 

Pada dasarnya konsep Good Governance memberikan rekomendasi 

pada sistem pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan pada 

lembaga-lembaga negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta maupun 

masyarakat madani (civil society). Good governance berdasarkan 

pandangan ini suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang 

diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. 

Kesepakatan tersebut keseluruhan termasuk mekanisme, proses dan 

lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan 

kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan 

menjembatani perbedaan diantara mereka.  

                                                             
57Sjachran Basah. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, 

(Bandung: Alumni, 1992). Hlm 68. 
58Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Pasal 1 

angka 8  
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Di Indonesia good governance tertuang dalam pasal 58 Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur 

tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang berpedoman pada asas 

penyelenggaraan Pemerintahan Negara.59 Dalam Undang-Undang Nomor 

28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari 

KKN pada pasal 3 menjelaskan tentang ditetapkannya asas umum 

pemerintahan yang baik yang meliputi:60 

a) Asas Kepastian Hukum; ialah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, 

dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.  

b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; ialah asas yang menjadi 

landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam 

pengendalian penyelenggaraan negara. 

c) Asas Kepentingan Umum; ialah asas yang mendahulukan 

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 

selektif. 

d) Asas Keterbukaan; ialah asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 

rahasia negara. 

e) Asas Proporsionalitas;ialah asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.  

f) Asas Profesionalitas; ialah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

g) Asas Akuntabilitas; ialah asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 
 

 

 

                                                             
59 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 58 
60Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3. 
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BAB TIGA 

PERAN PENGULU MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN  

YANG BAIK 

Provinsi Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat 

istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 

sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.61 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 

bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dan di dalamnya melaksanakan tugasnya, 

pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang baik 

serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan.62 

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya 

pemerintah desa tidak terlepas dari peran pelaksanaan untuk menciptakan 

pemerintahan yang baik itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola 

segenap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Pemerintah desa adalah instansi pemerintah yang terendah dan memiliki 

cakupan wilayah yang kecil sehingga diharapkan pemerintah desa dapat 

menyerap segala aspirasi dari masyarakat.63 

A. Peranan Pengulu Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik 

Pengulu adalah pimpinan kampung yang dipilih secara langsung oleh 

masyarakat.64 Begitu pula pada Pemerintah Kampung Singah Mulo, di 

                                                             
61Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan 

Aceh Pasal 1 angka 2 
62Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (4)  

huruf f 
63Prof Drs. Widjaja HAW. Pemerintah Desa/ Marga, (PT Raja Grafindo persada, 

Jakarta, . 2003). Hlm 3 
64Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung 

Pasal 1 angka 10. 
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mana dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah dipimpin oleh Pengulu 

yang menunjukan berbagai macam peran sebagai seorang pemimpin di 

dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) 

sangat ditentukan peran pemimpin, karena pemimpin adalah pendesain 

sebuah kegiatan sebelum dilaksanakan oleh bawahan. Hal ini menunjukan 

bahwa pemimpin adalah representasi dari sebuah wilayah yang dipimpinya, 

dimana maju mundurnya sebuah daerah tertentu berada pada kreatifitas 

seorang pemimpin sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku khususnya di dalam Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan dalam Qanun 

Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan 

Kampung. Sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengulu maka peranan 

Pengulu dalam mewujudkan good governance di Kampung dilihat dari tiga 

hal, yaitu: peranan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

Pemerintahan di Kampung, peranan membina penyelenggaraan 

Pemerintahan Kampung, dan peranan mengawasi penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kampung.65  

Pelaksanaan pemerintahan Kampung tidak dapat terpisahkan dari 

penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Kampung merupakan unit 

terdepan dalamn pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk 

keberhasilan semua program. Karena itu upaya memperkuat Kampung 

merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

sebagai tujuan otonomi daerah.66 

Peranan Pengulu dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung 

begitu luas, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat Kampung. 

Sehubungan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pengulu dalam 
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66Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan. (Bandung: Mandar Maju, 2013). Hlm 254 
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memberdayakan masyarakat Kampung, harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi Kampung itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Samsul Bahri selaku Pengulu Kampung Singah 

Mulo, sebagai berikut: “Pemberdayaan masyarakat perlu suatu perencanaan 

yang matang, pemerintah Kampung harus mampu melihat kebutuhan 

perkembangan Kampung ke depannya. Sehingga dalam pemberdayaan 

masyarakat Kampung harus disesuaikan dengan kebutuhan yang 

berkembang pada masyarakat desa itu sendiri. Hal ini dapat diketahui dari 

aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Urang Tue. Aspirasi 

masyarakat yang diterima oleh Urang Tue kemudian dirumuskan dan 

dimusyawarahkan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pengulu”.67  

UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa, dan Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Qanun Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Lembaga Adat secara tegas mengakui otonomi yang dimiliki oleh 

desa atau dengan sebutan lainnya disebut dengan Gampong di provinsi 

Aceh. Otonomi Desa diberikan kepada Desa melalui pemerintahan Desa 

dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun 

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tertentu. 

Saat ini otonomi daerah semakin diupayakan secara maksimal seiring 

semakin berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memiliki kemandirian 

dalam pengelolaan daerahnya. Indikator utama keberhasilan dari daerah 

adalah pada masyarakat daerah itu sendiri. Hal ini disebabkan masyarakat 

merupakan bagian utama dari suatu pemerintahan, khususnya di daerah.68 

Inti dari otonomi daerah adalah salah satu upaya untuk membangkitkan 

potensi daerah tersebut sehingga daerah yang sebelum adanya otonomi 

hanya sebagai objek, menjadi subjek penentu utama kebijakan daerahnya 

                                                             
67Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri  selaku Pengulu Kampung Singah Mulo, 

Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 20 Agustus 2021 
68Hari Sabarno. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2007). Hlm 40 
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sejak otonomi dilaksanakan. Salah satu bukti meningkatnya wujud 

pemberdayaan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya partisipasi 

masyarakat daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari 

berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan 

tersebut. Namun seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak 

mencapai seluruh masyarakat, terutama masyarakat di Kampung. 

Kegagalan usaha dalam pembangunan tersebut dikarenakan pendekatan 

utama dalam pembangunan yang dilaksanakan justru memang tidak 

dilakukan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat Kampung. 

Perencanaan pembangunan yang tidak memerhatikan semua aspek dari 

pembangunan adalah perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah (top 

down planning), di mana pendekatan seperti itu hanya menjadikan 

masyarakat sebagai sasaran pembangunan (objek) bukan pelaku 

pembangunan (subjek).69 

Pada sebuah organisasi pemerintah kesuksesan atau kegagalan dalam 

pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh 

kepemimpinanya dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan 

yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good 

governance) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan 

merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi. 

Adapun peranan Pengulu dalam mewujudkan good governance yang 

dibahas dalam penelitian ini yaitu apabila pemerintahan bersinggungan 

dengan semua unsur karakteristik atau prinsip-prinsip good governance 

yaitu Partisipasi (Participation), Kerangka/Aturan Hukum (Rule Of Law), 

Trasparansi (Tranparency), Responsivitas (Responsiveness), Berorientasi 

                                                             
69HAW Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012). Hlm 22. 
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consensus (Consensus orientation), Keadilan (Equity), Efisienai dan 

efektifitas (Efficiency and Effectiveness), Akuntabilitas (Accountability), 

dan Visi strategis (Strategic vision).70 

a. Partisipasi (Participation) 

Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukan dengan memberikan 

kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam 

menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikanya 

kebijakankebijakan yang akan diterapkan nantinya. 

Dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik seorang 

pemimpin harus berpartisipasi dalam proses perumusan atau 

pengambilan keputusan yang diperuntunkan bagi bawahan dan 

masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya 

good governance, dan hal ini sesuai hasil wawancara dengan Sekretaris 

Kampung Bapak Sopian Joni sebagai berikut: “Pengulu Kampung 

Singah Mulo senantiasa berpartisipasi baik itu Kampung maupun di 

lingkungan masyarakat. Pengulu Kampung Singah Mulo juga senantiasa 

berpartisipasi dalam memberikan keputusan yang diperuntungkan bagi 

bawahan dan masyarakatnya, selain itu beliau juga senantiasa 

berkunjung di masyarakat untuk melakukan pelayanan kepada 

masyarakat”.71 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan 

Pengulu Kampung Singah Mulo selalu berpartisipasi dalam setiap 

kegiatan di kantor Pengulu. 

b. Kerangka/Aturan Hukum (Rule Of Law) 

Tata pemerintahan yang menjunjung aturan hukum, wujud nyata 

prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran 

HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, 

                                                             
70Hessel Nogi S, Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: Grassindo, 2005), Hlm 115 
71 Hasil Wawancara dengan Sopian Joni selaku  Sekretaris Pengulu Kampung Singah 

Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 20 Agustus 2021 
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serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan 

dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta 

tidak tunduk pada manipulasi politik. Peranan Pengulu dalam 

mewujudkan Good Governance dalam hal kerangka/aturan Hukum 

dijelaskan oleh Sekretaris Kampung Bapak Sopian Joni, yaitu: “setiap 

setelah dilakukan kegiatan di Kampung banyak hal-hal yang harus 

dilaksanakan oleh Pengulu dengan suatu tata cara yang baik dengan 

prinsip-prinsip yang ada dan dalam hal itu sudah dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan qanun”.72 Dari uraian diatas 

dapat disimpulkan bahwa Pengulu dalam menjalankan tugasnya sudah 

taat pada aturan yang berlaku.  

c. Trasparansi (Tranparency) 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan 

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan 

proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. 

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap 

aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan 

informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, 

toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. 

Hal ini di ungkapkan oleh Bendahara Kampung bapak Salihin, 

Beliau mengungkapkan bahwa: “Pengulu Kampung Singah Mulo 

dalam memberikan informasi senantiasa terbuka kepada siapa-siapa 

yang membutuhkan informasi tersebut, beliau senantiasa memberikan 

                                                             
72Hasil Wawancara dengan Sopian Joni selaku  Sekretaris Pengulu Kampung Singah 
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informasi hal-hal yang di butuhkan dan yang harus diperbaiki 

dipemerintahan”.73  

Berbeda dengan ungkapan dari masyarakat yang bernama Bapak 

Abdurrahman beliau mengungkapkan bahwa: “Pengulu Kampung 

Singah Mulo dalam memberikan informasi kurang transparan kepada 

masyarakat, sehingga terdengar bocoran dari masyarakat-masyarakat 

lain bahwa ada dana yang diberi pinjaman kepada masyarakat yang 

dana tersebut sampai sekarang belum di kembalikan, meskipun dana 

tersebut diberikan pada masa pengulu sebelumnya, namun harus ada 

tranparansi lebih kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan 

kecurigaan. sehingga beban tersebut dilimpahkan kepada jabatan 

pengulu saat ini.74 

Kondisi ini jelas berbeda pandangan yang di katakana oleh kedua 

belah pihak bahwa peranan Pengulu trerkait dengan transparansi di 

kantor Pengulu Singah Mulo dalam penyelenggaraan pemerintahan 

sudah dapat dikatakan terbuka. Akan tetapi pandangan masyarakat 

kepada pengulu tidak baik akibat ada pinjaman dana yang dilakukan 

oleh Pengulu sebelumnya, mengakibatkan dana tersebut sampai 

sekarang belum terbayarkan. Hal ini akan mempunyai efek kesempatan 

praktek KKN yang merupakan tindakan yang tidak terpuji. 

d. Responsivitas (Responsiveness) 

Pemerintah yang baik harus memiliki sifat yang cepat tanggap 

terhadap setiap permasalahan yang terjadi dan tidak mementingkan 

kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan kepentingan 

bangsa demi kepentingan pribadi. Peranan Pengulu dalam mewujudkan 

                                                             
73Hasil Wawancara dengan Salihin selaku  Bendahara Pengulu Kampung Singah Mulo, 

Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 21 Agustus 2021  
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good governance dalam hal responsivitas ini diutarakan oleh Sekretaris 

Kampung Bapak Sopian Joni, yaitu: “Pengulu memiliki tingkat 

koordinasi yang baik sehingga informasi tentang pemerintahan berjalan 

dengan baik. Beliau sebagai penyambung informasi dalam hal ini 

informasi berjenjang baik dari Pengulu ke Kampung dan Kampung ke 

Pengulu”.75 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jelas bahwa 

Pengulu kampung Singah Mulo selalu cepat tanggap dalam setiap 

permasalahan diwilayah kerjanya. 

e. Berorientasi consensus (Consensus orientation) 

Pemerintahan yang baik (good governance) akan bertindak 

sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda 

untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi 

kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat 

diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan 

ditetapkan pemerintah.76 

Dalam hal berorientasi consensus di jelaskan masyarakat yang 

bernama Bapak Abdurrahman, yaitu: “Pengulu senantiasa berada 

bersama kita dilapangan sehingga dalam berbagai kegiatan dan 

program kerja beliau sebagai penengah dalam memberikan keputusan, 

dan motivasi agar pemerintah Kampung betu-betul bekerja sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah”.77 Dari penjelasan dapat 

disimpulkan bahwa peranan Pengulu Singah Mulo terkait dengan 

berorientasi consensus sudah dilaksanankan dengan sangat baik. 

f. Keadilan (Equity) 

                                                             
75Hasil Wawancara dengan Sopian Joni selaku  Sekretaris Pengulu Kampung Singah 

Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 20 Agustus 2021 
76Kasmawati Andi, blogspot.co.id/2012/09/analisis-prinsip-prinsip-good.html?m=1 

diakses pada tanggal 22 Oktober 2021. 
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Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang 

sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka 

meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.78 Peranan Pengulu 

dalam mewujudkan prinsip good governance yaitu dalam menerapkan 

keadilan dijelaskan oleh masyarakat yang bernama Bapak 

Abdurrahman dan Bendahara Kampung bapak Salihin, yaitu: “saya rasa 

Pengulu Singah Mulo sekarang ini sudah adil dalam setiap 

melaksanakan sesuatu baik itu kegiatan Pemerintahan di Kampung dan 

dalam lingkungan masyarakat”. “Pengulu Singah Mulo dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat memang betul-betul baik. 

Ketika kami memiliki kepentingan pribadi untuk bertemu dengannya, 

beliau melayani kami dengan baik”.79 Dari penjelasan dapat 

disimpulkan bahwa peranan Pengulu Singah Mulo dalam menerapkan 

prinsip keadilan sudah dilaksanakan. 

g. Efisienai dan efektifitas (Efficiency and Effectiveness) 

Tata pemerintahan yang baik akan terwujud apabila pemerintah 

mampu menjamin terselenggarannya pelayanan yang baik kepada 

masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara 

optimal dan bertanggung jawab.80 Efisiensi dan efektifitas dijelaskan 

oleh Bendahara Kampung bapak Salihin, yaitu: “menurut saya, 

Pengulu telah menerapkan prinsip tersebut yaitu memberikan dan 

menjamin segala kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan 

                                                             
78https://teknispendidikan.net/2016/09/04prisip-prinsip-kepemerintahan-yang-baik/, 

diakses pada tanggal 22 Oktober 2021. 
79 Hasil Wawancara dengan Abdurrahman selaku  Masyarakat Kampung Singah Mulo 

dan Salihin selaku  Bendahara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Meunasah 

Kampung Singah Mulo dan kantor Pengulu 21 Agustus 2021 
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yang baik hal itu tidak lain untuk kenyamanan masyarakat sendiri”.81 

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Pengulu 

Singah Mulo sudah efisien dan efektif. 

h. Akuntabilitas (Accountability) 

Tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel), Instansi 

pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, 

dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan. 

pertanggung jawaban diungkapkan oleh Sekretaris Kampung Bapak 

Sopian Joni, yaitu: “sebagai seorang pimpinan diwilayah Kampung 

Singah Mulo selalu mempertanggung jawabkan hal-hal apa yang 

menjadi kegiatan di Kampung ini, baik kegiatan di tingkat lorong, 

Kesehatan, Masyarakat, maupun kegiatan lainnya”.82 Dari penjelasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Pengulu Singah Mulo terkait 

dengan pertanggung jawaban (Akuntabilitas) sangat baik. 

i. Visi strategis (Strategic vision) 

Pemerintahan yang baik akan memiliki visi strategis, yaitu bahwa 

pemimpin dan masyarakat haruslah memiliki sikap perspektif yang luas 

dan jauh kedepan mengenai tata pemerintahan yang baik, pemahaman 

atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar 

bagi perspektif tersebut, dan kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan 

untuk mewujudkan perkembangan tersebut.83 Peranan Pengulu dalam 

mewujudkan good governance dalam hal ini menerapkan prinsip visi 

                                                             
81 Hasil Wawancara dengan Salihin selaku  Bendahara Pengulu Kampung Singah 

Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 21 Agustus 2021 
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strategis di jelaskan oleh Sekretaris Kampung Bapak Sopian Joni, yaitu 

“sebagai seorang pemimpin beliau sudah pasti memiliki keinginan dan 

tujuan dalam kepemimpinannya yaitu tidak terlepas dari bagaimana 

agar Kampung Singah Mulo ini menjadi wilayah Kampung yang lebih 

baik untuk kedepannya dan dapat mewujudkan kesejahteraan dalam hal 

pemerintahan dan kenyamanan masyrakatnya”.84 

Pengulu memiliki wewenang yang sangat luas dalam kapasitasnya 

sebagai seorang pemimpin. Sulaiman Tripa dalam Jakfar Puteh 

menjelaskan secara umum ada dua wewenang Pengulu, yaitu 

memelihara ketertiban dan keamanan, serta mengusahakan 

kesejahteraan. Berkaitan dengan kesejahteraan penduduk, Pengulu 

berwenang mengatur pemindahan keluarga ke Kampung lain, mengatur 

masalah perkebunan, perkawinan dan lain sebagainya.85 

Dalam sebuah organisasi pemerintah, kombinasi antara peran 

pemerintah dengan unsur terciptanya good governance harus saling 

melengkapi, artinya bahwa semua praktek dari peran pimpinan dengan 

sistem kepemimpinan harus saling melengkapi. Jadi, semua praktek dari 

peran pimpinan harus didukung oleh partisipasi, kerangka/aturan hukum, 

transparansi, responsivitas, orientasi consensus, keadilan, Efisienai dan 

efektifitas, dan akuntabilitas agar good governance bisa terwujud. Hal ini 

tentunya sudah diterapkan oleh Pengulu Kampung Singah Mulo sesuai 

data-data yang telah dihimpun. 

Berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 

Tentang Pemerintahan Kampung yang merupakan penjabaran dari Qanun 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pemrintahan Gampong. Qanun ini masih berlaku sampai sekarang karena 

                                                             
84Hasil Wawancara dengan Sopian Joni selaku  Sekretaris Pengulu Kampung Singah 

Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 20 Agustus 2021  
85M. Jakfar Puteh. Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh. (Yokyakarta: 
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Kabupaten Gayo Lues belum merevisi Qanun Kabupaten sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang 

Pemerintahan Aceh. Desa di Provinsi Aceh disebut dengan Gampong. 

Sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Gampong yang 

dipimpin oleh seorang Keuchik. Pemerintahan Gampong adalah 

penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Gampong 

yaitu Keuchik, Teungku Imum Meunasah, beserta Perangkat Gampong dan 

Tuha Peuet Gampong. Pemerintah Gampong ini berperan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. 

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, 

melaksanakan pembangunan, menata masyarakat dan meningkatkan 

pelaksanaan syari’at Islam. Oleh sebab itu, pembangunan masyarakat 

Gampong sangat terkait dengan struktur dari pemerintahan Gampong dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya. Kewenangan khusus yang harus di akui 

dalam Pemerintahan Aceh yaitu susunan lembaga pemerintahan wilayah 

Provinsi Aceh yang terdiri dari Kabupaten dan Kota. Wilayah kabupaten 

dan kota ini terdiri lagi atas Kecamatan yang terdiri dari mukim-mukim. 

Sedangkan mukim terdiri lagi dari beberapa Gampong. 

Pemerintahan Gayo lues memiliki Qanun sendiri yang mengatur 

tentang pemerintahan kampung yaitu Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 

3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung. Ada perbedaan istilah-

istilah penyebutan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang 

Pemerintahan Kampung namun sama maknanya seperti istilah dalam 

Qanun-Qanun Gampong yang ada di Kabupaten/Kota lainnya di Aceh, 

seperti penyebutan Pengulu. Pengulu adalah pimpinan Kampung yang 

dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pengulu sama halnya seperti 

Keuchik yang sama-sama pimpinan suatu Gampong. 

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Qanun Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pemerintahan Kampung mengartikan Kampung sebagai kesatuan 
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masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan 

langsung berada di bawah Mukim yang mempunyai wilayah tertentu, 

dipimpin oleh Pengulu serta berhak menyelenggarakan urusan rumah 

tangganya sendiri”.86 

Pengulu, dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Kampung, 

mempunyai kedudukan serta tugas dan fungsi sebagai alat Pemerintahan 

Kampung dan unit pelaksanaan dalam Kampung. Hal ini sebagaimana yang 

telah disebutkan di atas yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangganya 

sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

masyarakat, serta menumbuhkan dan mengembangkan semangat kerja sama 

dalam masyarakat sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan Kampung 

Pengulu sebagai pimpinan masyarakat tentu mempunyai kewajiban 

untuk membina dan mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk 

memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 

Selain itu, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengulu juga harus 

dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Urang Tue Kampung, karena 

Urang Tue menjalankan tugas konsultatif dalam segala urusan 

pemerintahan dan hukum kepada Pengulu baik diminta maupun tidak 

diminta. 

Urang Tue sebagai Badan Perwakilan Kampung dibentuk untuk 

menjadi wahana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebutan Urang Tue berhubungan erat 

dengan empat unsur atau golongan yang menjadi dasar dari terbentuknya 

lembaga Urang Tue. Dengan demikian, orang-orang yang duduk pada 

lembaga Urang Tue ini mewakili empat unsur, yaitu ulama Kampung, 

tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, Pemuka Adat, dan 

Cerdik Pandai/Cendekiawan. 

                                                             
86Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung, Pasal 1 angka 9. 
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Urang Tue sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan 

Kampung memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita 

pembangunan Kampung. Setelah Urang Tue terbentuk, lembaga ini 

mempunyai fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 32 dan 33 

Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung, yaitu:87 

 

Pasal 32  

Urang Tue mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :  

a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah 

Kampung.  

b. Melaksanakan Fungsi legislasi yaitu membahas/ merumuskan dan 

memberikan persetujuan terhadap Rancangan Resam. 

c. Melaksanakan Fungsi Anggaran, yaitu membahas/ merumuskan dan 

memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kampung (RAPBKp) sebelum ditetapkan menjadi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp).  

d. Melaksanakan Fungsi Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan 

terhadap pelaksanaan Resam, pelaksanaan APBKp, pelaksanaan 

Keputusan Pengulu dan Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh 

Pengulu.  

Pasal 33  

Urang Tue mempunyai wewenang :  

a. membahas rancangan Resam bersama Pengulu;  

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Resam dan peraturan 

Pengulu;  

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pengulu;  

d. membentuk panitia pemilihan Pengulu;  

e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat; dan  

f. menyusun tata tertib Urang Tue. 

Pengulu dan Urang Tue mempunyai tugas dan fungsi sebagai alat 

pemerintahan Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan 

Kampung. Pengulu sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam 

sebuah Kampung bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah 

tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan 

                                                             
87Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung, Pasal 32 dan 33 
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pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-

usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan Kampung. Begitu juga Urang Tue yang berkedudukan sejajar 

dan menjadi mitra kerja Pengulu serta harus mengawasi pelaksanaan roda 

pemerintahan yang dijalankan oleh Pengulu. Keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan Kampung juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk 

melaksanakan administrasi Kampung dengan baik. 

Berdasarkan tugas dan fungsi dari penyelenggara pemerintahan 

Kampung di atas, maka dapat dilihat bahwa Pengulu sebagai pimpinan 

Kampung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Lembaga Adat, memilki tugas dan kewenangan yang hampir sama 

dengan tugas dan kewenangan Kepala Desa yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Pengulu dalam melaksanakan tugasnya pada kehidupan masyarakat, 

juga dibantu oleh Urang Tue (sekumpulan orang yang dituakan karena 

memiliki beberapa kelebihan). Urang Tue umumnya memikul tugas 

rangkap di samping sebagai penasehat Pengulu k, juga sebagai pemikir, 

penimbang, dan penemu dasardasar hukum atas sesuatu keputusan atau 

ketetapan adat. Selain itu, dalam kasuskasus tertentu Urang Tue kadang-

kadang harus berposisi sebagai dewan juri. 

Merujuk kepada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang 

Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan, maka dapat dilihat adanya 

persamaan antara tugas dan wewenang Pengulu dengan Keuchik. Dengan 

adanya persamaan antara tugas dan wewenang yang dimiliki Pengulu 

dengan Keuchik, dapat dikatakan bahwa kedudukan Pengulu dalam Qanun 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pemrintahan Gampong, sama dengan kedudukan Keuchik, yaitu 

menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat Gampong. Persamaan 
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kedudukan Pengulu dengan Keuchik dapat dijabarkan berdasarkan 

perbandingan pasalpasal yang diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemrintahan Gampong dan 

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan 

Kampung. 

Pasal 11 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 

2003 tentang Pemrintahan Gampong, disebutkan: “Keuchik adalah Kepala 

Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Gampong”. Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 10 Qanun Kabupaten Gayo 

Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung, disebutka: 

“Pengulu adalah pimpinan kampung yang dipilih secara langsung oleh 

masyarakat. Dari kedua peraturan tersebut, dapat dilihat persamaan antara 

Keuchik dengan Pengulu yang berkedudukan sebagai kepala atau pemimpin 

dari Gampong yang di daerah Kabupaten Gayo Lues disebut dengan 

Kampung. 

Lebih lanjut, persamaan kedudukan Keuchik dengan Pengulu yang 

berkedudukan sebagai Pemimpin Gampong/Kampung, dapat dilihat dari 

tugas dari Keuchik dan Pengulu yang diatur dalam Pasal 12 Qanun Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemrintahan 

Gampong dan Pasal 14 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 

Tentang Pemerintahan Kampung, yang mengatur tugas dari Keuchik atau 

Kepala Desa sebagai berikut: 

1. Tugas Keuchik, penyelenggaraan pemerintahan Gampong. Tugas yang 

sama juga diatur dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues, yaitu Pengulu 

memimpin penyelenggaraan Kampung. 

2. Mengajukan Rancangan Anggaran Belanja Gampong, di dalam Qanun 

Kabupaten Gayo Lues disebutkan mengajukan Rancangan Anggaran 

Belanja Kampung.  
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3. Membina ketentraman dan ketertiban Gampong mencegah munculnya 

perbuatan maksiat, di dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues disebutkan 

Memelihara keamanan, ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan 

maksiat.  

4. Meningkatkan perekonomian Gampong, di dalam Kabupaten Gayo 

Lues disebutkan tugas Pengulu membina dan memajukan perekonomian 

masyarakat. 

Berdasarkan perbandingan pasal-pasal tersebut di atas, dapat dilihat 

bahwa antara Keuchik dengan Pengulu memiliki kedudukan yang sama, 

yaitu sebagai pemimpin Gampong/Kampung yang diberikan tugas dan 

wewenang yang sama oleh Qanun dan Undang-Undang. Dengan kata lain, 

Pengulu yang merupakan pimpinan dan penyelenggara pemerintahan pada 

tingkat Kampung yang merupakan Gampong dalam Qanun Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemrintahan 

Gampong, dan Pengulu dapat diposisikan sebagai Kepala Kampung apabila 

merujuk pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 

2003 tentang Pemrintahan Gampong. Namun, kedudukan Pengulu dalam 

penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues, 

lebih memberdayakan kehidupan masyarakat adat dan adat istiadat yang 

secara umum tidak diatur dalam Undang-Undang lainnya. Perbedaan ini 

disebabkan, penerapan pemerintahan di aceh lebih mengedepankan konsep 

Syariah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi khusus di daerah Aceh. 

Kedudukan Pengulu dalam sistem administrasi pemerintahan di 

Negara Indonesia di dasari pada konsep otonomi khusus yang diterapkan di 

daerah provinsi Aceh. Konsep otonomi khusus merupakan langkah yang 

diambil oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif untuk memenuhi 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh yang dilanda konflik yang 

berkepanjangan. Otonomi khusus dipandang sebagai bagian dari proses 
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besar demokratisasi yang lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran 

serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi 

dan keanekaragaman daerah.88 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipastikan bahwa kedudukan 

Pengulu dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 

Tahun 2003 tentang Pemrintahan Gampong adalah sebagai penyelenggara 

pemerintahan Gampong, yaitu Keuchik.  Di mana kewenangan dan tugas 

dari Pengulu dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 

Tahun 2003 tentang Pemrintahan Gampong sama dengan kewenangan yang 

dimiliki oleh Keuchik yang diatur dalam Pemrintahan Gampong 

Samsul Bahri selaku Pengulu Kampung Singah Mulo, menjelaskan: 

“Secara adat Pengulu sering dianggap sebagai bapak, Pegawe (imam 

kampong) dianggap sebagai ibu suatu Kampung. Sebagai pimpinan adat 

Kampung mereka bertugas untuk memelihara adat dan menjalankan adat 

yang sudah menjadi reusam Kampung. Sebagai pimpinan Kampung, 

Pengulu berkewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan adat 

daerahnya, berusaha untuk memakmurkan warganya dan menyelesaikan 

permasalahan dan konflik yang muncul diantara warganya dengan 

mendapatkan masukan dan nasehat dari Urang Tue dan Pegawe atau masjid. 

Sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh, seorang Pengulu juga 

mendapatkan tugas pelimpahan dari atasnya (walikota/ bupati) melalui 

camat. Oleh sebab itulah, Pengulu juga diangkat sebagai pegawai negeri 

yang mendapat gaji dari pemerintah.89 

Pengulu di samping menerima tugas pelimpahan dari pimpinan di 

atasnya, juga mempunyai tugas untuk: 

                                                             
88Badrulzaman Ismail. Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesjeahteraan 

(nilai sejarah dan kekinian). (Banda Aceh: Boenon Jaya, 2013). Hal 68 
89Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri  selaku Pengulu Kampung Singah Mulo, 

Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 20 Agustus 2021 
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a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;  

d. melaksanakan kehidupan demokrasi;  

e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kampung yang bersih 

dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 

f. melaksanakan Syariat Islam; 

g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja 

pemerintahan Kampung; 

h. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-

undangan; 

i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kampung yang 

baik; 

j. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan Kampung; 

k. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kampung; 

l. mendamaikan perselisihan masyarakat; 

m. mengembangkan pendapatan masyarakat;  

n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya 

dan adat istiadat;  

o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan;  

p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 90 

Tugas dari seorang Pengulu yang begitu beragam, baik mengurusi 

masalah adat maupun pemerintahan, maka dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan undang-undang, 

Pengulu dibantu oleh perangkat Kampung. Di samping itu, dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Pengulu dibantu oleh Kepala 

Lorong/Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun dalam pemerintahan Desa. 

Hal ini sesuai dengan keterangan disampaikan Samsul Bahri selaku Pengulu 

di Kampung Singah Mulo, sebagai berikut: “Kepala Pengulu k dibantu oleh 

Urang Tue yang berperan membantu memberikan masukan kepada kepala 

                                                             
90Pasal 14 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan 

Kampung. 
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desa yang mengambil kebijakan. Peran mereka cukup signifikan di dalam 

setiap kebijakan pemerintah desa karena yang menduduki jabatan Urang 

Tue adalah mereka orang-orang tua kampung dan telah lama menetap 

didesa. Di samping itu, ada pengurus LKMD yang bertugas sebagai perintis 

dan pelaksana pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat. 

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas Pengulu ditingkat 

lingkungan/lorong, maka Pengulu urusan di lorong kepada setiap kepala 

lorong. Struktur pemerintahan yang dikembangkan oleh Pengulu Kampung 

Singah Mulo secara umum difokuskan pada lorong-lorong karena setiap 

kepala lorong memiliki otoritas untuk memajukan lorong masing-masing 

dengan berbagai program, kebijakan dan pendekatan dengan pihak luar 

setelah melakukan koordinasi dengan kepala desa”.91 

Keterangan Pengulu Kampung Singah Mulo di atas semakin 

memperjelas kedudukan dari Pengulu dalam pemerintahan Gampong, di 

mana kedudukan Pengulu dalam pemerintahan Kampung dapat disamakan 

kedudukannya sebagai Keuchik dalam pemerintahan Gampong. Hal ini 

dapat diketahui, bahwa Pengulu dalam melaksanakan roda pemerintahan 

selain dibantu oleh perangkat Kampung, juga dibantu oleh Kepala 

Lorong/Dusun. Kepala lorong di dalam Qanun adalah sebagai Kepala 

Dusun yang merupakan organ terendah dari struktur pemerintahan pada 

tingkat Gampong. 

Berdasarkan penjelasan tentang Pengulu dan fungsinya serta 

penjelasan mengenai Kampung dan unsur-unsur perangkat Gampong yang 

diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh jo Qanun yang mengatur tentang Pemerintahan Kampung, jika 

dianalisis berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003, maka dapat dipahami 

bahwa Kampung yang dipimpin oleh Pengulu memiliki kedudukan sama 

                                                             
91Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri  selaku Pengulu Kampung Singah Mulo, 

Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 20 Agustus 2021 
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dengan Gampong yang dipimpin oleh Keuchik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Gampong. 

B. Kendala Pengulu dalam mewujudkan pemerintahan yang baik 

Kampung Singah Mulo  

Pengulu di dalam menjalan roda pemerintahan Kampung sudah 

pasti menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut apabila 

tidak segera ditindaklanjuti penyelesaiannya maka akan menjadi 

hambatan tersendiri bagi penyelenggaraan pemerintah Kampung. 

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pengulu Kampung 

Singah Mulo, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam 

melaksanakan pemerintahan Kampung, di Kampung Singah Mulo. 

Adapun kendala-kendala tersebut adalah: 

1. Masih Rendahnya pelayanan terhadap masyarakat yang 

dilaksanakan oleh perangkat Kampung, sebab masing-masing belum 

memahami tugas dan fungsinya dan memiliki integritas. 

2. Pengelolaan pendapatan asli Kampung yang masih belum maksimal, 

dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas Kampung 

dengan baik. 

3. Lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam 

menjalankan Syariat Islam yang merupakan dasar dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Kampung. 

4. Belum berfungsinya secara maksimal Meunasah sebagai pusat 

pengkajian dan pendidikan serta lembaga peradilan.92 

Samsul Bahri  selaku Pengulu Kampung Singah menjelaskan bahwa: 

“Hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Singah 

Mulo, karena masih kurangnya sarana dan prasana pendukung yang telah 

ada, baik itu kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya 

Alam yang merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan Desa. 

Secara teknis pelaksanaan pemerintahan di Kampung Singah Mulo 

                                                             
92Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri  selaku Pengulu Kampung Singah Mulo, 

Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 20 Agustus 2021 
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masih perlu dilakukan perubahan, diantaranya peningkatan pelayanan 

masyarakat. Misalnya pelayanan sistem administrasi kependudukan, 

pelayanan lainnya yang menjadi urusan pemerintahan Kampung Singah 

Mulo”.93 

Di bidang pelayanan administrasi kependudukan misalnya, 

menurut Pengulu Kampung Singah Mulo, masyarakat masih banyak 

yang mengeluhkan lambatnya proses pembuatan e-KTP, baik yang 

secara langsung diurus ke kantor Dinas Kependudukan/Kecamatan dan 

juga yang diurus melalui perangkat Kampung. Lambatnya pengurusan 

terkadang disebabkan masalah teknis, seperti gangguan pada sistem 

komputer, dan ketersediaan blanko.94 

Kemudian di bidang pembinaan dan pendidikan masyarakat, 

terlihat masih kurangnya antusias masyarakat Kampung untuk 

memanfaatkan Meunasah sebagai pusat kelembagaan pengajian dan 

pendidikan agama. Sehingga fungsi Meunasah belum optimal, yang pada 

akhirnya berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat khususnya 

generasi muda tentang agama.95 

Lebih lanjut mengenai pinjaman uang yang diberikan oleh Pengulu 

sebelumnnya kepada mayarakat yang menjadi bahan pertannyaan 

masyarakat sampai sekarang uang itu belum di kembalikan. Hal tersebut 

diketahui ketika rapat musrenbang Kampung Singah Mulo. Sehingga 

permasalahn tersebut berimbaskan pada pemerintahan Kampung 

sekarang.96 

                                                             
93Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri  selaku Pengulu Kampung Singah Mulo, 

Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 20 Agustus 2021 
94 Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri  selaku Pengulu Kampung Singah Mulo, 

Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 20 Agustus 2021 
95Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri  selaku Pengulu Kampung Singah Mulo, 

Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 20 Agustus 2021 
96Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri  selaku Pengulu Kampung Singah Mulo, 

Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 20 Agustus 2021 
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Mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah Kampung 

Singah Mulo telah melakukan berbagai upaya, diantaranya: 

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah mukim (kecamatan), 

untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi kependudukan 

dan perizinan. 

2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat 

memanfaatkan Meunasah sebagai tempat menggali ilmu agama 

yang sangat penting diberikan kepada generasi muda. 

3. Memeberikan penjelasan menegnai anggaeran yang diberi 

pinjamkan kepada masyarakat pada masa pemerintahan Pengulu 

sebelumnya.97 

Sehubungan dengan permasalah dana berupa uang yang di beri 

pinjamkan kepada masyarakat pada pemerintahan Pengulu sebelumnya 

maka belum ada penjelasan dari Pengulu tersebut, dengan beralasan 

bahwa pemerintahannya sudah berakhir dan tidak berjalan lagi. Maka 

dari itu kasus mengenai pinjaman uang tersebut di limpahkan pada 

pemerintahan Kampung saat ini. Akan tetapi, menurut Samsul Bahri  

terkait masalah ini masih sangat sulit untuk diselesaikan, sebab 

keberadaan Pengulu dahulu tidak memberi jawaban yang jelas. 

Mengingat dan menyadari bahwa hambatan dan kegagalan 

pembangunan, maka saat ini dilakukan perubahan paradigma 

pembangunan dalam mengelola sumber daya dan lingkungan. 

Pembangunan yang berbasis di Kampung saat ini dilaksanakan 

berdasarkan aspirasi yang berkembang dan disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat Kampung, hal ini dapat diwujudkan hanya dengan 

mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan Kampung. Oleh karena, keberhasilan dari perencanaan 

pembangunan suatu Kampung hanya dapat terwujud dengan 

mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat. Terwujudnya 

                                                             
97Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri  selaku Pengulu Kampung Singah Mulo, 

Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor Pengulu 20 Agustus 2021. 
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partisipasi masyarakat Kampung dalam pembangunan Kampung 

merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada 

temuan hasil penelitian adalah: 

1. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) 

sangat ditentukan peran pemimpin, karena pemimpin adalah pendesain 

sebuah kegiatan sebelum dilaksanakan oleh bawahan. Sesuai dengan 

tugas dan kewenangan Pengulu maka peranan Pengulu dalam 

mewujudkan good governance di Kampung dilihat dari tiga hal, yaitu: 

peranan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di 

Kampung, peranan membina penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, 

dan peranan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung. 

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun seringkali 

terjadi kegagalan dalam pembangunan. Kegagalan usaha dalam 

pembangunan tersebut dikarenakan pendekatan utama dalam 

pembangunan yang dilaksanakan justru memang tidak dilakukan pada 

masyarakat yang marginal dan masyarakat Kampung.  

2. Pengulu di dalam menjalan roda pemerintahan Kampung sudah pasti 

menghadapi beberapa kendala. Terdapat beberapa kendala yang menjadi 

hambatan dalam melaksanakan pemerintahan Kampung, di Kampung 

Singah Mulo. Hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung 

Singah Mulo, karena masih kurangnya sarana dan prasana pendukung 

yang telah ada, baik itu kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan 

Sumber Daya Alam yang merupakan modal dalam pelaksanaan 

pembangunan Desa. Sehubungan dengan permasalah dana berupa uang 

yang di beri pinjamkan kepada masyarakat pada pemerintahan Pengulu 
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sebelumnya maka belum ada penjelasan dari Pengulu, permasalahan 

tersebut di limpahkan kepemerintahan sekarang. 

B. Saran 

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis 

bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi 

lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut: 

1. Diperlukan adanya tranparansi oleh pemerintahan tingkat Kampung 

terutamanya. Dengan adanya tranparansi maka masyarakat akan 

mempercayai dengan roda pemerintahan yang dijalankan 

2. Masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam pembagunan dan aktif 

melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Kampung, agar 

pelaksanaan Kampung dilakukan dengan penuh amanah dan berintegritas 

demi kesejahteraan masyarakat.  

3. Untuk Peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai data dasar yang dapat 

dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik dan disarankan untuk 

melakukan penelitian mengenai pengawasan terhadap pemerintahan 

Kampung ini. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

1. Berapa jumlah penduduk desa? 

2. Berapa jumlah penduduk desa yang terkena covid 19? 

3. Berapakah anggaran Covid 19 yang diberikan pemerintah untuk 

Penggunaan Dana Desa Terhadap Dampak Covid 19? 

4. Bagaimana bentuk pelaksanaan dana desa terhadap dampak covid 19? 

5. Bagaimana bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa 

terhadap anggaran covid 19? 

6. Sejauh mana keterlibatan masyarakat terhadap adanya dana covid 19? 

7. Bagaimana bentuk pengawasannya dan seperti apa tentang anggran dana 

desa terhadap dampak covid 19? 

8. Siapa saja yang berhak mengawasi anggaran covid 19 tersebut? 

9. Apakah anggaran tersebut sudah tersalurkan sesuai dengan permendes 

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Terhadap 

Dampak Covid 19? 

10. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak aparatur desa terhadap 

penyaluran dana covid 19? 
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